
 
 
 

 
BUPATI BALANGAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 64 TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 130  
TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI BALANGAN, 

 
Menimbang:  a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan 

keuangan agar penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah; 

 
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam 

Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah;  
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Balangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah; 

 
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
  Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
 
 

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 6856); 
 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 6856); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor  

1781); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 
2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3; 
 

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 130 TAHUN 2022 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan 
Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan 
Tahun 2022 Nomor 130), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 130 
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 
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Nomor 65) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati 
Balangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 130), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Balangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 130 Tahun 
2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 
65) diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Balangan. 
 

 
Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 27 Oktober 2025 
 
BUPATI BALANGAN, 
 
 
Ttd 
 
 
H. ABDUL HADI 

 
 
Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 27 Oktober 2025 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BALANGAN, 
 
 
Ttd 

 
 
H. SUFRIANNOR 

 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 65 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 
 
 
 

 

MUHAMMAD ROJI, SH 
NIP. 19830710 201001 1 020 
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LAMPIRAN XVII 
PERATURAN   BUPATI   BALANGAN  
NOMOR 64 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI 
 

PENDAHULUAN 

Tujuan  

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi atas investasi dan pengungkapan informasi 

penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi 

Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi 

jangka panjang yang meliputi : definisi, klasifikasi, pengakuan, 

pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapan pada 

laporan keuangan. 

 

Ruang Lingkup  

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi seluruh investasi 

baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang 

disusun dan disajikan dalam laporan keuangan dengan menggunakan 

akuntansi berbasis akrual. 

4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas 

pelaporan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang memperoleh 

anggaran berdasarkan APBD termasuk BLUD, tidak termasuk 

perusahaan daerah. 

 

DEFINISI 

5. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

6. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk 

memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan 

dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam 

rangka manajemen kas. 
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7. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek 

dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan 

kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan 

kelompok aset non lancar.  

8. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan 

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (duabelas) bulan atau 

kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan 

sampai dengan 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.  

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah 

daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul 

kebutuhan kas.  

c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Deposito 

berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan 

sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka 

waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara 

Kas. 

9. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan. investasi jangka panjang 

menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi 

jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak 

berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. 

b. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka 

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan 

atau tanpaadaniat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. 

10. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang 

tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh 

pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas 

maupun golongan masyarakat tertentu. 

11. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi berdasarkan harga perolehan. 

12. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut 

kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas 

kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi 

(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 

13. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/ 

dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu 

untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya; 

14. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti 

nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. 
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15. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan 

suatuinvestasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang 

independent. 

16. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar 

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 

wajar. 

17. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya 

mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak 

perusahaan maupun joint venture dari investornya. 

18. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar. 

 

PENGAKUAN 

19. Suatu transaksi pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah 

dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi dapat diakui 

sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat 

ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan 

dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu 

mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan 

manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan 

bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. 

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 

memadai atau andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti 

transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. 

Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti 

perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat 

dilakukan. 

20. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, 

penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang 

menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang 

pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya 

manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang 

akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat 

pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup 

bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang 

akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan 

memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko 

yang mungkin timbul. 

 

21. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka 

panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: 

(a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa 

yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh 

pemerintah; 

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
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memadai (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang 

menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. 

22. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan 

dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. 

 

PENGUKURAN DAN PENILAIAN 

23. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi 

meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi 

perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam 

rangka perolehan tersebut. 

24. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan 

sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang 

tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, 

nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. 

25. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan 

berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada 

tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai 

estimasi yang layak dapat digunakan. 

26. Untuk Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat 

perolehan dana bergulir di catat sebesar harga perolehan dana 

bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka 

perolehan dana bergulir, namun secara periodik, Pemerintah Daerah 

melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir. 

27. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan 

mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan 

menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku 

pada tanggal transaksi. 

28. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Pengukuran investasi jangka pendek 

1) Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut: 

(a) Dapat segera diperjualbelikan / dicairkan dalam waktu 3 

(tiga) sampai dengan maksimal 12 (dua belas) bulan. 

(b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas di mana 

Pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi 

tersebut jika timbul kebutuhan kas. 

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: 

(a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi 

jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga 

transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, 

jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalamr angka 

perolehan tersebut. 

(b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka  

investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan 
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nilai wajar  investasi pada tanggal perolehannya yaitu 

sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, 

maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai 

wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh 

investasi tersebut. 

3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan 

dicatat sebesar nilai nominalnya. 

4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan 

dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah 

Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

5) Investasi yang dapat dikategorikan sebagai investasi jangka 

pendek antara lain: 

(a) Deposito dengan masa penempatan 3 (tiga) sampai dengan 

12 (dua belas) bulan. Untuk deposito berjangka dengan 

masa penempatan kurang dari 3 (tiga) bulan termasuk 

dalam akun Kas dan Setara Kas; 

(b) Surat Utang Negara (SUN); 

(c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

(d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 

6) Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek 

diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh 

tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi 

tersebut. 

7) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan 

atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan 

penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi 

(carrying value) tersebut. 

b. Pengukuran investasi jangka panjang: 

1) Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman 

investasinya dibagi menjadi dua yaitu: 

(a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan 

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki 

secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual 

atau ditarik kembali. 

(b) Investasi Jangka Panjang Permanen 

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi 

jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 

berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan 

atau ditarik kembali. 

2) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat 

sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi 

ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan 

investasi berkenaan. 

3) Investasi jangka Panjang nonpermanen: 
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(a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk 

pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak 

untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar 

nilai perolehannya. 

(b) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk 

penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan 

pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian proyek 

sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga. 

(c) Dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam rangka 

perkuatan modal atau meningkatkan kemampuan ekonomi 

masyarakat yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan atau lebih 

dapat di kelompokan sebagai investasi nonpermanen 

lainnya. Dalam APBD dianggarkan pada pengeluaran 

pembiayaan dan untuk pengembalian pokok dicatat pada 

penerimaan pembiayaan sedangkan hasil usaha, bunga dan 

denda dicatat pada pendapatan asli daerah. 

(d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak 

dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara 

berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang 

dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan 

perekonomian. 

4) Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk 

diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau 

pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau 

menjaga hubungan kelembagaan. 

5) Investasi permanen dapat berupa: 

(a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan 

badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan 

modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) 

pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu 

kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada 

perusahaan yang bukan perseroan; 

(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi 

permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak 

bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi 

jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan 

penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 

dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam 

properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini. 

6) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan 

pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan 
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dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar  investasi  

tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 

7) Harga perolehan  investasi dalam valuta asing yang dibayarkan 

dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam 

rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank 

sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

29. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode 

sebagai berikut: 

a. Metode biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya 

perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil 

yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada 

badan usaha/badan hukum yang terkait. 

b. Metode ekuitas 

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah 

daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah 

atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase 

kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian 

laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen 

yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai  

investasi  pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi 

juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi 

pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul 

akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama 

untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu 

dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, 

investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan 

investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang 

tidak dapat diterima kembali.  

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi 

dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah 

langkah:  

1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan 

mempertimbangkan sekurang-kurangnya: 

(a) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau 

(b) upaya penagihan. 

2) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, 

yaitu: 

(a) kualitas lancar; 

(b) kualitas kurang lancar; 

(c) kualitas diragukan;dan 

(d) kualitas macet. 

3) Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas: 
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(a) Dana bergulir dengan kelola sendiri: 

i. Kualitas   lancar   dapat   ditentukan   dengan kriteria: 

(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; 

dan/atau 

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau 

(3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; 

dan/atau 

(4) Penerima dana kooperatif. 

ii. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan 

kriteria: 

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun; dan/atau 

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama 

belum melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Penerima dana kurang kooperatif dalam 

pemeriksaan; dan/atau 

(4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil 

pemeriksaan. 

iii. Kualitas   diragukan,   dapat  ditentukan dengan 

kriteria: 

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 

tahun; dan/atau 

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; 

dan/atau 

(4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil 

pemeriksaan. 

iv. Kualitas  macet,  dapat ditentukan  dengan kriteria: 

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau 

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; 

dan/atau 

(4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut 

dan/atau meninggal dunia; dan/atau 

(5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure). 

 

(b) Dana bergulir dengan executing agency; 

i. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan 

bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan 
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lembaga keuangan lainnya menyetorkan 

pengembalian dana bergulir sesuai dengan 

perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau 

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. 

ii. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga 

Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan perjanjian tidak melakukan 

pelunasan; dan/atau 

(2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga 

Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; 

dan/atau 

(3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga 

lainnya bangkrut; dan/atau 

(4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga 

lainnya mengalami musibah (force majeure). 

Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan 

kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah. 

Perhitungan atas nilai bersih investasi  yang dapat direalisasikan 

dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang 

belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging 

schedule). Besarnya penyisihan atas investasi  yang tidak dapat 

diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk 

masing-masing kelompok sebagai berikut: 

 

No Periode Jatuh Tempo Pengembalian investasi  
Persentase 

Penyisihan 

1 Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun 0,5 % 

2 Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun 10 % 

3 Jatuhtempokpada periode 3 s.d 4 Tahun 50 % 

4 Jatuh tempo pada periode di  atas 4 Tahun 100 % 

 

30. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. 

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% 

tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode 

ekuitas. 

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. 

d. Kepemilikan atas investasi jangkapanjangbersifat nonpermanen 

menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 

31. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan 

saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan 

metode penilaian  investasi , tetapi yang lebih menentukan adalah 

tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap 
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perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian 

pada perusahaan investee, antara lain: 

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi 

perusahaan investee; 

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam 

rapat/pertemuan dewan direksi. 

32. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena 

penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah 

dan lain sebagainya. 

33. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai 

penerimaan pembiayaan. 

34. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah 

daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata 

diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah 

saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

35. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi 

permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain 

dan sebaliknya. 

36. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya 

harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian 

pelepasan investasi. Keuntungan/kerugian pelepasan investasi 

disajikan dalam Laporan Operasional sebagai surplus atau defisit dari 

Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus diakui pada saat harga 

pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi 

dari nilai tercatatnya, dan defisit diakui pada saat harga 

pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah 

dari nilai tercatatnya. 

37. Penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi diakui sebagai 

penerimaan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran. 

 

PENGUNGKAPAN 

38. Pengungkapan  investasi  jangka pendek dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai  investasi ; 

b. Jenis-jenis  investasi; 

c. Perubahan harga pasar; 

d. Penurunan nilai  investasi  yang signifikan dalam penyebab 

penurunan tersebut; 

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

f. Perubahan pos investasi. 

39. Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai 

pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus 
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Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 

a. Dasar penilaian dana bergulir; 

b. Jumlah dana bergulir yang tertagih dan penyebabnya; 

c. Besarnya suku bunga yang dikenakan; 

d. Saldo Awal Dana Bergulir, penambahan/pengurangan dana 

bergulir, dan saldo akhir dana bergulir; 

e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur 

dana bergulir; dan informasi lain yang perlu diungkapkan. 

40. Pengungkapan investasi jangka Panjang dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen; 

c. Perubahan harga pasar pada investasi jangka panjang; 

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab 

penurunan tersebut; 

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

f. Perubahan pos investasi. 

 

PENGHAPUS BUKUAN 

41. Penghapus   bukuan   investasi   jangka   panjang   adalah   kebijakan   

intern Pemerintah Kabupaten, merupakan proses dan keputusan 

akuntansi yang berlaku agar nilai investasi jangka panjang dapat 

dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.  

42. Penghapusbukuan dapat dilakuan dengan pertimbangan batas 

kadaluwarsa, pelunasan, force majeur, debitor meninggal dunia, pailit, 

Debitor tidak memiliki harta kekayaan lagi, tidak diketahui 

keberadaanya, dan obyek dana bergulir hilang.  

43. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan investasi   jangka   panjang 

atau penghapusan bersyarat investasi   jangka   panjang dilakukan 

dengan cara mengurangi akun investasi   jangka   panjang dan akun 

penyisihan investasi   jangka   panjang yang tidak tertagih. Sedangkan 

penghapustagihan investasi   jangka   panjang atau penghapusan 

mutlak investasi   jangka   panjang dilakukan dengan cara menutup 

ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan 

dalam catatan atas laporan keuangan. 

44. Secara umum kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:  

1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari 

pada kerugian penghapusbukuan.  

a) Memberikan  gambaran  objektif  tentang  kemampuan  

keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.  

b) Memberikan gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang 

penurunan ekuitas.  

c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat 
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hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.  

2) Perlu kajian mendalam tentang dampak hukum dari 

penghapusbukuan pada neraca pemerintah kabupaten, sebelum 

difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan 

penghapusbukuan.  

3) Inventasi jangka panjang yang diusulkan untuk dihapusbukukan  

adalah inventasi jangka panjang yang tunggakannya lebih dari 4 

tahun (empat puluh delapan bulan).  

4) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otorisasi 

tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata atau 

hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapus bukuan 

melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan 

suatu nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang 

yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan 

tersebut.  

45. Usulan penghapusbukuan inventasi jangka panjang dilakukan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, kepada Inspektorat 

Kabupaten Balangan untuk dilakukan analisis dan usulan 

penghapusbukuan atas investasi jangka panjang tersebut. 

46. Inspektorat Kabupaten Balangan akan menerbitkan rekomendasi 

mengenai  usulan  penghapusbukuan  investasi  jangka  panjang 

tersebut dan akan melaporkan kepada Bupati Balangan untuk 

diterbitkan keputusan Kepala Daerah.  

47. Ketentuan mengenai penghapusan tagihan investasi jangka panjang 

diatur dengan Peraturan Bupati.  

48. Untuk Investasi non permanen yang sedang dalam proses penghapus 

bukuan akan dipindahkan ke Kelompok Aset Lainnya dangan rincian 

Aset Lain-Lain. 
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